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INFORMATION ABSTRACT
Keywords: Transformasi digital telah mendorong perbankan syariah di Indonesia untuk
Kecerdasan Buatan; mengadopsi Artificial Intelligence (Al) sebagai instrumen strategis dalam manajemen
Manajemen Risiko; risiko, khususnya untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah, memitigasi risiko
Perbankan Syariah; operasional, dan memperkuat sistem peringatan dini likuiditas. Meskipun demikian,
Tata Kelola Algoritma; integrasi Al ke dalam kerangka manajemen risiko bank syariah masih menghadapi
Regulasi Keuangan; kesenjangan konseptual maupun praktis, terutama terkait keselarasannya dengan
Fintech Syariah prinsip syariah, kesiapan sumber daya, dan tata kelola algoritmik. Penelitian ini
DOI:https://doi.org/ bertujuan menganalisis peluang, tantangan, dan implikasi regulasi dari integrasi Al
dalam manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi
kesenjangan antara praktik adopsi teknologi dan kerangka pengawasan yang berlaku
pasca terbitnya Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia oleh Otoritas
Jasa Keuangan pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui
studi kepustakaan sistematis (systematic literature review) terhadap 25 sumber ilmiah
nasional yang diterbitkan pada rentang tahun 20172025, dianalisis secara
deskriptiftematik berdasarkan kategori risiko pembiayaan, operasional, likuiditas,
reputasi, dan kepatuhan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al memberi peluang
signifikan dalam efisiensi deteksi dini risiko pembiayaan dan otomasi pengendalian
likuiditas, namun implementasinya masih dibatasi oleh kesiapan sumber daya manusia,
keterbatasan infrastruktur data, dan ambiguitas kepatuhan syariah atas keputusan
algoritmik yang bersifat blackbox. Studi ini juga menemukan bahwa kerangka regulasi
OJK belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi maqashid syariah dalam tata
kelola AI perbankan. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola Al berbasis
nilai syariah serta harmonisasi regulasi lintas otoritas sebagai langkah strategis ke
depan.
1. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia tengah memasuki fase transformasi digital yang ditandai oleh
meningkatnya adopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai lini operasional, termasuk manajemen
risiko. Bank syariah, sebagaimana bank konvensional, menghadapi spektrum risiko yang luas mencakup risiko
pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, hingga risiko kepatuhan syariah (Cipta, 2018).
Karakteristik akadakad syariah yang berbasis bagi hasil dan jualbeli menjadikan profil risiko bank syariah relatif
berbeda dari bank konvensional, sehingga instrumen mitigasi risiko yang digunakan juga perlu disesuaikan
dengan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, serta maisir (Natsir & Ah, 2017; Mardiana, 2018).
Dalam konteks inilah, penerapan teknologi AI mencakup machine learning, big data analytics, dan sistem
peringatan dini berbasis algoritma menjadi salah satu jalan yang ditempuh bank syariah untuk memperkuat
kapasitas mitigasi risiko secara lebih presisi dan realtime.
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Beberapa  tahun  terakhir, riset mengenai
pemanfaatan Al pada perbankan syariah nasional
berkembang pesat. Bilal (2025) misalnya
mendokumentasikan bahwa Al telah digunakan
bank syariah untuk mendeteksi, memantau, dan
memitigasi risiko kredit, operasional, dan likuiditas.
Safitri (2025) secara lebih spesifik menganalisis
penerapan credit scoring otomatis dan sistem
peringatan dini pada Bank Syariah Indonesia (BSI)
dalam  mendeteksi pembiayaan  bermasarah,
menemukan bahwa integrasi Al mempercepat
proses identifikasi nasabah berisiko tinggi
dibandingkan proses manual. Sejalan dengan itu,
studi kasus Hamadou dkk. (2024) pada BSI
menunjukkan bahwa Al memberi manfaat berupa
otomasi, peningkatan kualitas pengambilan
keputusan, dan personalisasi layanan nasabah,
meskipun  juga  diikuti  tantangan  biaya
implementasi, risiko keamanan siber, dan isu
kepatuhan syariah. Pada level kelembagaan mikro
syariah, Sulistyowati dkk. (2023) mendapati bahwa
penerapan Al berkontribusi menekan risiko lembaga
keuangan mikro syariah di tengah era disrupsi
digital, sedangkan Wafie dan Segaf (2023)
menyoroti pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengendalian risiko likuiditas pada BMT UGT
Nusantara.

Selain aspek operasional, sejumlah kajian juga
menyoroti dimensi kelembagaan dan sosial dari
adopsi Al. Hidayatullah (2025) menegaskan bahwa
digitalisasi termasuk Al, big data, dan blockchain
memperkuat efektivitas manajemen risiko lembaga
keuangan syariah melalui identifikasi, analisis,
mitigasi, dan pemantauan risiko secara otomatis dan
realtime, namun inovasi tersebut tetap harus tunduk
pada prinsip maqashid syariah yang melarang riba,
gharar, dan maisir. Di sisi lain, Mariati dkk. (2024)
menemukan bahwa kualitas layanan berbasis Al
berpengaruh terhadap loyalitas nasabah bank
syariah, mengindikasikan bahwa penerimaan
teknologi oleh nasabah turut menjadi variabel yang
memengaruhi keberhasilan integrasi Al. Ayunda
(2021) mengangkat isu krusial lain, yaitu
perlindungan data nasabah dalam pemanfaatan Al
pada aktivitas perbankan, yang menegaskan bahwa
akselerasi teknologi tanpa kerangka perlindungan
data yang memadai berpotensi menimbulkan risiko
baru bagi bank maupun nasabah.

Pemetaan bibliometrik yang dilakukan Budianto
(2023) terhadap riset risiko operasional pada
industri  keuangan syariah dan konvensional
menunjukkan bahwa topik integrasi teknologi
digital termasuk AI dengan manajemen risiko masih
menjadi klaster penelitian yang relatif baru dan
belum banyak dieksplorasi secara mendalam
dibandingkan topik risiko konvensional seperti rasio
kecukupan modal atau nonperforming financing.
Temuan serupa diperkuat oleh Aprizal dan
Wiranatakusuma (2025) melalui tinjauan sistematis
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atas 56 artikel performa perbankan syariah yang
bersumber dari ScienceDirect dan Scopus, yang
menyimpulkan bahwa riset mengenai integrasi
fintech dan ketahanan bank syariah di era digital
masih terbatas dan memerlukan pendekatan yang
lebih holistik. Kesenjangan riset ini semakin relevan
mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja
menerbitkan Buku Panduan Tata Kelola Kecerdasan
Artifisial Perbankan Indonesia pada 29 April 2025,
yang menetapkan kerangka tata kelola Al berbasis
siklus hidup teknologi mulai dari inisiasi,
perancangan, pembangunan model, pengujian,
implementasi, hingga evaluasi dengan tiga prinsip
utama: keandalan, akuntabilitas, dan pengawasan
manusia (human oversight) (Otoritas Jasa
Keuangan, 2025). Regulasi ini disusun sebagai
acuan minimum lintas industri perbankan, namun
belum secara eksplisit memuat ketentuan turunan
bagi karakteristik risiko dan prinsip syariah yang
melekat pada bank syariah.

Perbandingan dengan konteks internasional turut
memperkuat urgensi kajian ini. Studi Cheng dan Qu
(2020) di Tiongkok membuktikan secara empiris
bahwa adopsi fintech oleh bank dapat menurunkan
risiko kredit, sementara Ferwerda dan Unger (2019)
mengingatkan bahwa ekspansi teknologi keuangan
turut membuka celah baru bagi risiko shadow
banking dan pencucian uang apabila tidak diimbangi
kerangka pengawasan yang memadai.
DemirgucKunt dkk. (2022) juga menekankan bahwa
inklusi keuangan berbasis teknologi hanya dapat
berkontribusi pada pertumbuhan inklusif apabila
disertai tata kelola risiko yang kuat. Namun
demikian, literaturliteratur tersebut umumnya
dikembangkan = dalam  konteks  perbankan
konvensional atau yurisdiksi di luar Indonesia,
sehingga belum sepenuhnya menjawab bagaimana
prinsip syariah seperti larangan gharar dalam
pengambilan keputusan algoritmik yang bersifat
blackbox, atau kebutuhan transparansi akad perlu
diintegrasikan ke dalam kerangka tata kelola Al
perbankan syariah.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi
tiga kesenjangan (gap) utama dalam literatur yang
ada. Pertama, sebagian besar kajian bersifat
deskriptifnormatif atau studi kasus tunggal pada satu
institusi (misalnya BSI atau BMT tertentu),
sehingga belum memberikan sintesis komprehensif
lintas literatur mengenai pola pemanfaatan Al dalam
manajemen risiko perbankan syariah secara
nasional. Kedua, kajian bibliometrik yang ada
(Budianto, 2023; Aprizal & Wiranatakusuma, 2025)
mengonfirmasi bahwa irisan antara topik Al
manajemen risiko, dan regulasi syariah masih jarang
diteliti secara terintegrasi. Ketiga, dan yang paling
mendesak, belum ada kajian yang secara khusus
menelaah bagaimana kerangka Tata Kelola
Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia (OJK,
2025) yang baru terbit yang dirancang secara
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generik untuk seluruh industri perbankan beririsan
atau justru berpotensi menimbulkan celah (blind
spot) terhadap kekhasan risiko dan prinsip syariah
pada bank syariah, sebagaimana turut disinggung
secara terbatas oleh Safriatullah dkk. (2025) yang
membahas tantangan implementasi Al dari
perspektif regulasi dan etika, namun belum
menghubungkannya secara sistematis dengan
kategorikategori risiko operasional bank syariah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada
upaya mentriangulasi tiga arus kajian yang selama
ini berjalan secara terpisah, yaitu: (1) praktik adopsi
Al dalam manajemen risiko pembiayaan,
operasional, dan likuiditas bank syariah; (2)
prinsipprinsip manajemen risiko berbasis syariah
termasuk maqashid syariah; dan (3) kerangka
regulasi Tata Kelola Kecerdasan Aurtifisial
Perbankan Indonesia yang baru diterbitkan OJK
pada tahun 2025, ke dalam satu kerangka analisis
yang integratif. Sintesis semacam ini penting
dilakukan mengingat percepatan regulasi menuntut
evaluasi ulang terhadap sejauh mana temuantemuan
riset terdahulu selaras atau justru berbenturan
dengan ekspektasi pengawasan yang baru berlaku.

Signifikansi kesenjangan tersebut dapat ditelusuri
lebih jauh pada level operasional bank. Pada risiko
pembiayaan, misalnya, sebagian besar studi yang
membahas credit scoring otomatis (Safitri, 2025;
Zebua dkk., 2023) berhenti pada deskripsi
kapabilitas teknis sistem tanpa membahas secara
eksplisit bagaimana variabel yang digunakan
algoritma tersebut diverifikasi kesesuaiannya
dengan larangan gharar yakni ketidakpastian yang
berlebihan dalam sebuah akad padahal keputusan
algoritmik berbasis model blackbox pada dasarnya
menyimpan tingkat ketidakpastian epistemik yang
tinggi mengenai bagaimana suatu keputusan
dihasilkan. Demikian pula pada risiko operasional
dan likuiditas, studi Hidayatullah (2025) dan Wafie
serta Segaf (2023) menonjolkan manfaat efisiensi
pemantauan realtime, tetapi belum menautkannya
dengan kewajiban audit syariah berkala yang
menjadi salah satu pilar tata kelola kelembagaan
syariah. Ketimpangan penekanan antara aspek
teknisefisiensi dan aspek syariahnormatif inilah
yang menjadi salah satu titik tolak analitis penelitian
ini.

Dari sisi metodologis, penelitianpenelitian terdahulu
juga didominasi oleh pendekatan studi kasus tunggal
atau deskriptifkualitatif berbasis wawancara terbatas
(Hamadou dkk., 2024) maupun studi pustaka
nonsistematis (Sulistyowati dkk., 2023), sehingga
generalisasi temuan lintas institusi bank syariah di
Indonesia masih terbatas. Pendekatan bibliometrik
yang ditempuh Budianto (2023) serta Aprizal dan
Wiranatakusuma (2025) memang telah memetakan
tren topik secara kuantitatifjaringan, namun
keduanya berhenti pada level pemetaan tren dan
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belum masuk pada sintesis tematik mendalam
mengenai bagaimana temuantemuan tersebut
relevan terhadap perkembangan regulasi domestik
yang sifatnya sangat dinamis, termasuk terbitnya
Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan
Indonesia pada April 2025. Dengan demikian,
terdapat ruang metodologis bagi penelitian yang
menggabungkan sintesis tematik naratif dengan
orientasi pada perkembangan regulasi mutakhir,
sebagaimana yang coba ditempuh oleh penelitian
ini.

Urgensi kajian ini juga dapat dilihat dari perspektif
tata kelola risiko lembaga. Harahap (2024)
menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko
fraud pada bank syariah daerah sangat bergantung
pada kejelasan prosedur, pengawasan berjenjang,
dan akuntabilitas unit kerja. Ketika prosedur
tersebut kelak banyak bertumpu pada sistem Al,
maka pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung
jawab atas kesalahan algoritma, bagaimana jejak
audit (audit trail) atas keputusan otomatis
didokumentasikan, dan bagaimana posisi Dewan
Pengawas Syariah dalam mengawasi model Al,
menjadi isu tata kelola baru yang belum banyak
dibahas tuntas oleh literatur yang ada, termasuk oleh
Safriatullah dkk. (2025) yang meskipun telah
menyinggung dimensi etika dan regulasi, belum
menautkannya secara eksplisit pada mekanisme
pengawasan syariah kelembagaan seperti Dewan
Pengawas Syariah.

Dimensi penerimaan nasabah turut memperkaya
latar belakang masalah. Mariati dkk. (2024)
menunjukkan bahwa kualitas layanan berbasis Al,
religiusitas, dan trust secara bersamasama
memengaruhi loyalitas nasabah bank syariah, yang
mengindikasikan bahwa keberhasilan transformasi
Al tidak semata ditentukan oleh keandalan teknis
sistem, tetapi juga oleh persepsi nasabah terhadap
keselarasan layanan tersebut dengan nilainilai
keislaman yang mereka yakini. Argumen ini
diperkuat oleh Nurhidayatullah dan Sw (2024) yang
menyoroti maqashid syariah sebagai kerangka
evaluatif bagi inovasi produk keuangan digital, serta
oleh Muzdalifa dkk. (2018) yang menegaskan
bahwa peran fintech dalam mendorong inklusi
keuangan syariah hanya dapat optimal apabila
diimbangi kepercayaan publik yang terjaga. Dengan
demikian, keberterimaan sosial menjadi variabel
tambahan yang membuat urgensi kajian integratif
Alrisikoregulasi syariah semakin relevan untuk
segera dijawab, mengingat implikasinya tidak hanya
bersifat teknisoperasional tetapi juga menyangkut
keberlangsungan kepercayaan nasabah terhadap
industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Tinjauan yang lebih rinci terhadap literatur
kelembagaan mikro syariah juga memperlihatkan
pola yang khas. Sulistyowati dkk. (2023)
menemukan bahwa lembaga keuangan mikro
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syariah cenderung mengadopsi Al secara bertahap
dan terbatas pada fungsifungsi yang paling
mendesak, seperti pemantauan likuiditas harian,
dibandingkan bank syariah skala nasional yang telah
mengintegrasikan Al ke dalam arsitektur credit
scoring yang lebih kompleks. Kesenjangan
kapasitas antarsegmen ini penting dicermati karena
kerangka regulasi yang bersifat  generik,
sebagaimana Tata Kelola Kecerdasan Artifisial
Perbankan Indonesia (OJK, 2025), berpotensi
memberikan beban kepatuhan yang tidak
proporsional antara bank syariah besar dan lembaga
keuangan mikro syariah apabila tidak disertai
ketentuan yang berjenjang sesuai skala usaha
(proportionality principle).

Dimensi lain yang relevan untuk latar belakang
penelitian ini adalah keterkaitan antara adopsi
teknologi dan risiko reputasi. Ayunda (2021)
menegaskan bahwa insiden kebocoran data nasabah
akibat sistem digital yang tidak memadai dapat
menimbulkan kerugian reputasi yang jauh lebih
besar dibandingkan kerugian finansial langsung,
terutama bagi bank syariah yang basis nasabahnya
sangat mengutamakan aspek kepercayaan dan
kesesuaian nilai keagamaan. Argumen ini relevan
disandingkan dengan peringatan Ferwerda dan
Unger (2019) bahwa ckosistem keuangan digital
yang berkembang cepat tanpa pengawasan memadai
berisiko menjadi celah baru bagi praktik ilegal,
termasuk pencucian uang, sehingga penguatan tata
kelola AI bukan semata kebutuhan efisiensi,
melainkan juga kebutuhan mitigasi risiko sistemik
dalam jangka panjang.

Kesenjangankesenjangan yang telah diuraikan di
atas baik pada level konseptual (normatif syariah
versus efisiensi teknis), metodologis (studi kasus
tunggal versus kebutuhan sintesis lintas literatur),
maupun regulasi (kerangka generik versus kekhasan
risiko syariah) secara kumulatif menegaskan bahwa
kajian integratif yang menghubungkan ketiganya
belum tersedia dalam korpus penelitian nasional saat
ini. Kondisi ini semakin relevan untuk segera
direspons mengingat kerangka Tata Kelola
Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia yang
baru terbit pada April 2025 akan menjadi rujukan
utama bagi bank syariah dalam menyusun kebijakan
internal terkait Al dalam waktu dekat, sehingga
evaluasi akademik atas kecukupan kerangka
tersebut perlu dilakukan secara tepat waktu agar
dapat memberikan masukan yang relevan bagi
penyempurnaan kebijakan lanjutan.

Posisi artikel ini dalam peta keilmuan yang lebih
luas dapat ditempatkan pada irisan tiga bidang
kajian, yaitu manajemen risiko perbankan syariah,
tata kelola teknologi finansial, dan hukum ekonomi
syariah kontemporer. Berbeda dari studi Cipta
(2018) dan Mardiana (2018) yang membahas
taksonomi risiko bank syariah secara umum tanpa
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penekanan pada teknologi, dan berbeda pula dari
studi Aprizal serta Wiranatakusuma (2025) yang
memetakan tren riset performa bank syariah secara
bibliometrik tanpa penekanan pada regulasi Al,
artikel ini secara spesifik memposisikan diri pada
evaluasi  kesesuaian  antara  praktik  yang
terdokumentasi dalam literatur dan kerangka
regulasi Al perbankan yang paling mutakhir. Posisi
ini menjadikan artikel ini relevan tidak hanya bagi
kalangan akademisi ekonomi syariah, tetapi juga
bagi praktisi manajemen risiko dan pembuat
kebijakan yang tengah menyusun pedoman teknis
turunan dari Tata Kelola Kecerdasan Artifisial
Perbankan Indonesia.

Untuk memberikan gambaran alur pembahasan,
artikel ini disusun ke dalam lima bagian utama.
Setelah bagian pendahuluan ini, bagian kedua
menguraikan metode penelitian yang digunakan,
termasuk strategi penelusuran literatur dan teknik
analisis tematik. Bagian ketiga menyajikan hasil dan
pembahasan yang disusun berdasarkan kategori
risiko pembiayaan, operasional, likuiditas, reputasi,
serta kepatuhan syariah dan dilanjutkan dengan
pembahasan implikasi regulasi secara spesifik.
Bagian keempat berisi kesimpulan yang menjawab
pertanyaan penelitian secara ringkas beserta
implikasi dan rekomendasinya, sedangkan bagian
terakhir memuat daftar pustaka atas seluruh sumber
yang digunakan.

Berdasarkan wuraian di atas, penelitian ini
dirumuskan untuk menjawab empat pertanyaan
penelitian: (1) bagaimana pola pemanfaatan Al
dalam manajemen risiko perbankan syariah di
Indonesia berdasarkan literatur yang tersedia; (2)
peluang strategis apa yang dapat dioptimalkan dari
integrasi Al tersebut; (3) tantangan utama apa yang
menghambat implementasi Al dalam manajemen
risiko bank syariah; dan (4) sejauh mana kerangka
regulasi Tata Kelola Kecerdasan Artifisial
Perbankan Indonesia (OJK, 2025) mengakomodasi
kekhasan risiko dan prinsip syariah pada bank
syariah. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk memetakan pola
pemanfaatan, mengidentifikasi peluang dan
tantangan, serta mengevaluasi implikasi regulasi
dari integrasi Al dalam manajemen risiko perbankan
syariah di Indonesia, sebagai dasar perumusan
rekomendasi kebijakan dan arah penelitian lanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan desain studi kepustakaan sistematis
(systematic literature review) untuk memetakan,
mensintesis, dan menganalisis literatur ilmiah
nasional mengenai integrasi Artificial Intelligence
dalam manajemen risiko perbankan syariah,
sebagaimana lazim digunakan pada kajian sejenis
(Sulistyowati dkk., 2023; Budianto, 2023).
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Populasi kajian adalah artikel ilmiah, prosiding, dan
publikasi  kelembagaan berbahasa Indonesia
maupun bilingual yang membahas Al, digitalisasi,
dan manajemen risiko pada perbankan atau lembaga
keuangan syariah, yang dipublikasikan pada rentang
tahun 20172025. Penelusuran dilakukan pada
Google Scholar, portal Garuda Kemdiktisaintek,
DOAJ, dan basis data jurnal terindeks SINTA,
menggunakan kombinasi kata kunci "artificial
intelligence perbankan syariah", "kecerdasan buatan
manajemen risiko syariah", "fintech syariah risiko",
dan "tata kelola AI perbankan". Dari total 63
dokumen yang teridentifikasi pada penelusuran
awal, dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria
inklusi: (a) membahas Al atau teknologi digital
terkait secara eksplisit dalam konteks manajemen
risiko atau tata kelola bank/lembaga keuangan
syariah; (b) berupa artikel jurnal, prosiding, atau
buku/laporan kelembagaan yang dapat diakses
penuh; dan (c) diterbitkan pada 20172025. Kriteria
eksklusi meliputi artikel opini tanpa kajian
konseptual atau empiris, duplikasi topik dari penulis
yang sama, serta dokumen yang tidak dapat
diverifikasi metadatanya. Proses penyaringan ini
menghasilkan sampel akhir sebanyak 25 dokumen
sebagai unit analisis, dengan tiga dokumen
tambahan bersumber dari literatur internasional
yang digunakan semata sebagai pembanding
kontekstual.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis
tematik deskriptif dengan tahapan: (1) ekstraksi data
meliputi tahun terbit, jenis publikasi, fokus risiko
(pembiayaan, operasional, likuiditas, reputasi,
kepatuhan syariah), dan temuan utama setiap
dokumen ke dalam tabel kerja (data extraction
sheet); (2) koding tematik terhadap temuan
berdasarkan tiga kategori analitis utama, yaitu
peluang, tantangan, dan implikasi regulasi; (3)
triangulasi tematik dengan mengaitkan temuan
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literatur terhadap kerangka Tata Kelola Kecerdasan
Artifisial Perbankan Indonesia yang diterbitkan
OJK pada tahun 2025 sebagai kerangka rujukan
regulasi terkini; serta (4) sintesis naratif untuk
menyusun pemetaan kesenjangan (gap analysis)
antara praktik yang terdokumentasi dalam literatur
dan ekspektasi tata kelola yang berlaku. Proses
koding dan eckstraksi dilakukan secara manual
dengan pencatatan lembar kerja pada aplikasi
spreadsheet ~ untuk  menjaga  keterlacakan
(traceability) dan memungkinkan replikasi oleh
peneliti lain. Guna menjaga objektivitas,
kategorisasi tema dilakukan berulang (dua putaran
koding) untuk memastikan konsistensi klasifikasi
setiap dokumen ke dalam kategori tematik yang
telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis tematik
terhadap 25 dokumen yang menjadi unit analisis,
disusun secara berurutan mulai dari pemetaan umum
literatur, peluang pemanfaatan Al pada
masingmasing  kategori  risiko, tantangan
implementasi, hingga implikasi regulasi, sebagai
jawaban atas keempat pertanyaan penelitian yang
diajukan.

Profil dan Sebaran Literatur

Dari 25 dokumen yang dianalisis, mayoritas (16
dokumen atau 64%) diterbitkan pada rentang
20232025, mengindikasikan bahwa perhatian
akademik terhadap integrasi Al dan manajemen
risiko perbankan syariah baru meningkat signifikan
dalam tiga tahun terakhir, sejalan dengan akselerasi
transformasi digital pasca merger Bank Syariah
Indonesia dan penerbitan berbagai regulasi digital
oleh OJK. Tabel 1 merangkum sebaran dokumen
berdasarkan fokus tema.

Tabel 1. Sebaran Tematik Literatur yang Dianalisis (n=25)

Fokus Tema Jumlah Dokumen Persentase Contoh Sumber

Peluang Al pada risiko 8 32% Bilal (2025); Safitri (2025); Hamadou
pembiayaan/kredit dkk. (2024)

Peluang Al pada risiko operasional & 6 24% Hidayatullah (2025); Wafie & Segaf
likuiditas (2023); Apriliana dkk. (2018)
Tantangan implementasi (SDM, 6 24% Sulistyowati dkk. (2023); Safriatullah

dkk. (2025); Nurhidayatullah & Sw
(2024)

Regulasi, tata kelola, dan perlindungan 5 20% Ayunda (2021); Otoritas Jasa

data Keuangan (2025); Harahap (2024)

infrastruktur, kepatuhan syariah)

Temuan literatur menunjukkan bahwa peluang
paling menonjol dari integrasi Al terletak pada
manajemen risiko pembiayaan. Bilal (2025)
mendokumentasikan penggunaan Al untuk deteksi
dini, pemantauan, dan mitigasi risiko kredit secara
otomatis, sementara Safitri (2025) menemukan
bahwa penerapan credit scoring otomatis dan sistem

Sumber: Hasil ekstraksi dan koding tematik
peneliti (2026)

Peluang Al dalam Manajemen Risiko
Pembiayaan
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peringatan dini pada BSI meningkatkan kecepatan
dan akurasi identifikasi nasabah berisiko gagal
bayar dibandingkan proses manual yang
sebelumnya memakan waktu lebih lama dan rentan
terhadap keterlambatan respons. Zebua dkk. (2023)
memperkuat temuan ini dengan menunjukkan
bahwa implementasi kecerdasan buatan dalam
deteksi risiko pembiayaan bermasalah
memungkinkan bank melakukan segmentasi risiko
nasabah secara lebih granular berdasarkan pola
transaksi historis. Studi kasus Hamadou dkk. (2024)
pada BSI menegaskan bahwa AI memberikan
manfaat berupa otomasi proses, peningkatan akurasi
pengambilan  keputusan  pembiayaan, dan
personalisasi rekomendasi produk kepada nasabah
berdasarkan profil risiko individual.

Pola ini menjawab pertanyaan penelitian pertama
mengenai bentuk pemanfaatan Al yang paling
terdokumentasi, yaitu pada aspek deteksi dan
pencegahan pembiayaan bermasalah
(nonperforming financing). Interpretasi atas temuan
ini menunjukkan bahwa peluang Al paling matang
justru berada pada fungsi risiko yang paling
berdampak langsung terhadap kesehatan neraca
bank, sehingga secara rasional menjadi prioritas
investasi teknologi bagi bank syariah skala besar
seperti BSI, dibandingkan lembaga keuangan mikro
syariah yang keterbatasan sumber dayanya lebih
besar.

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa
deskripsi manfaat pada studistudi tersebut umumnya
bersifat kualitatifpersepsional, bersumber dari
wawancara dengan pihak internal bank (Hamadou
dkk., 2024) atau dari observasi lapangan terbatas
(Safitri, 2025), sehingga besaran peningkatan
akurasi maupun kecepatan deteksi risiko belum
didukung angkaangka statistik yang terukur secara
independen. Kondisi ini menunjukkan bahwa klaim
manfaat Al dalam literatur nasional saat ini masih
berada pada tahap pembuktian konsep (proof of
concept) dan penerimaan kelembagaan, belum pada
tahap evaluasi dampak kuantitatif yang matang
sebagaimana telah dilakukan pada konteks fintech
konvensional oleh Cheng dan Qu (2020) di
Tiongkok.

Peluang Al dalam Manajemen Risiko
Operasional dan Likuiditas

Selain  risiko  pembiayaan, literatur  juga
mendokumentasikan peluang Al dalam pengelolaan
risiko operasional dan likuiditas. Hidayatullah
(2025) menyatakan bahwa digitalisasi berbasis Al,
big data, dan blockchain memungkinkan proses
identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan
risiko dilakukan secara otomatis dan realtime,
sehingga meningkatkan efisiensi operasional
sekaligus memperkuat transparansi dan kepatuhan
terhadap prinsip syariah. Pada level lembaga
keuangan mikro syariah, Wafie dan Segaf (2023)
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menemukan bahwa  pemanfaatan teknologi
informasi berkontribusi pada pengendalian risiko
likuiditas BMT UGT  Nusantara melalui
pemantauan arus kas yang lebih responsif,
sementara Sulistyowati dkk. (2023) menegaskan
bahwa penerapan Al menjadi salah satu strategi
adaptif lembaga keuangan mikro syariah dalam
menghadapi risiko di era disrupsi digital. Apriliana
dkk. (2018), meskipun diterbitkan pada masa awal
wacana ini berkembang, telah mengidentifikasi
peran teknologi sebagai instrumen inovasi dalam
manajemen risiko yang relevansinya semakin
menguat seiring perkembangan kapabilitas Al.

Perbandingan antara temuan pada bank syariah
besar dan lembaga keuangan mikro syariah
menunjukkan pola yang konsisten: semakin besar
skala institusi, semakin sistematis pula integrasi Al
ke dalam arsitektur manajemen risiko operasional,
sedangkan pada lembaga skala mikro pemanfaatan
Al masih bersifat parsial dan berorientasi jangka
pendek pada penyelesaian masalah likuiditas
mendesak. Pola ini menggarisbawahi ketimpangan
kapasitas digital antarsegmen dalam industri
keuangan syariah nasional.

Ketimpangan tersebut memiliki implikasi lanjutan
pada aspek daya saing. Muzdalifa dkk. (2018)
mengingatkan bahwa fintech, termasuk Al, dapat
menjadi pendorong inklusi keuangan bagi UMKM
apabila diakses secara merata, namun jika adopsinya
hanya terkonsentrasi pada institusi besar, maka
manfaat efisiensi risiko  justru  berpotensi
memperlebar kesenjangan antara bank syariah
nasional dan lembaga keuangan mikro syariah di
daerah, sebagaimana juga tersirat dari studi
Andaiyani dkk. (2020) mengenai peran fintech bagi
permodalan UMKM di wilayah nonperkotaan yang
masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur
digital.

Tantangan Implementasi: Sumber Daya
Manusia, Infrastruktur, dan Kepatuhan Syariah

Di balik peluang tersebut, literatur secara konsisten
mengidentifikasi tiga kelompok tantangan utama.
Pertama, kesiapan sumber daya manusia.
Sulistyowati dkk. (2023) dan Hidayatullah (2025)
samasama menyoroti keterbatasan kompetensi
digital tenaga kerja di lembaga keuangan syariah
sebagai hambatan signifikan bagi optimalisasi Al.
Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi dan
kualitas data, sebagaimana disinggung Hidayatullah
(2025), yang menyebutkan bahwa efektivitas Al
sangat bergantung pada ketersediaan data yang
terstruktur dan infrastruktur pendukung yang
memadai, kondisi yang belum merata di seluruh
segmen perbankan syariah. Ketiga, dan yang paling
khas pada konteks syariah, adalah ambiguitas
kepatuhan syariah atas keputusan algoritmik.
Safriatullah dkk. (2025) menegaskan bahwa
tantangan implementasi Al di perbankan syariah
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tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut
perspektif regulasi dan etika, termasuk pertanyaan
mengenai bagaimana keputusan algoritmik yang
bersifat blackbox dapat dipertanggungjawabkan
dalam kerangka transparansi akad. Nurhidayatullah
dan Sw (2024) menambahkan bahwa maqashid
syariah perlu dijadikan kerangka evaluatif bagi
setiap inovasi produk maupun proses berbasis
teknologi digital, termasuk AlI, agar tidak
bertentangan  dengan nilai  keadilan dan
kemaslahatan.

Dimensi kepercayaan nasabah juga relevan
diperhitungkan. Mariati dkk. (2024) menemukan
bahwa kualitas layanan berbasis Al berpengaruh
terhadap loyalitas nasabah bank syariah, yang
berarti kegagalan implementasi Al baik dari sisi
akurasi maupun keselarasan syariah berpotensi
menimbulkan risiko reputasi tambahan di luar risiko
teknis itu semula. Temuan ini menjawab pertanyaan
penelitian ketiga bahwa tantangan implementasi Al
pada bank syariah bersifat multidimensi: tidak
semata soal kesiapan teknologi, melainkan juga soal
literasi digital SDM dan legitimasi syariah atas
keputusan yang dihasilkan mesin.

Tantangan ini juga berkelindan dengan struktur
organisasi bank syariah yang umumnya belum
memiliki unit khusus manajemen risiko teknologi
setingkat dengan unit manajemen risiko kredit atau
likuiditas. Mardiana  (2018) dalam  kajian
sebelumnya mengenai hubungan manajemen risiko
dan kinerja keuangan bank syariah menemukan
bahwa efektivitas manajemen risiko sangat
dipengaruhi oleh kematangan struktur kelembagaan;
ketika struktur tersebut belum sepenuhnya
mengakomodasi risiko spesifik teknologi Al, maka
penerapan Al berisiko berjalan lebih cepat
dibandingkan kesiapan tata kelola internal yang
mengawasinya, sebuah pola yang secara implisit
juga tergambar dari studi Sulistyowati dkk. (2023)
pada lembaga keuangan mikro syariah.

Risiko Perlindungan Data dan Keamanan Siber

Ayunda (2021) menegaskan bahwa akselerasi
pemanfaatan Al dalam aktivitas perbankan
menimbulkan ~ kebutuhan  mendesak  akan
perlindungan data nasabah yang memadai,
mengingat model Al umumnya membutuhkan
volume data pribadi dan transaksi dalam jumlah
besar untuk menghasilkan prediksi risiko yang
akurat. Temuan ini relevan dibandingkan dengan
konteks internasional: Ferwerda dan Unger (2019)
memperingatkan ~ bahwa  ekspansi  teknologi
keuangan dapat membuka celah baru bagi praktik
shadow banking dan pencucian uang apabila tidak
diimbangi pengawasan yang memadai, sementara
Cheng dan Qu (2020) di Tiongkok membuktikan
secara empiris bahwa adopsi fintech oleh bank dapat
menurunkan risiko kredit ketika diiringi tata kelola
data yang baik. Perbandingan ini menunjukkan
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bahwa manfaat Al terhadap penurunan risiko kredit
maupun operasional bersifat kondisional terhadap
kualitas tata kelola data dan keamanan siber yang
menyertainya, bukan manfaat yang otomatis
melekat pada teknologi itu sendiri.

Implikasi Regulasi: Tata Kelola Kecerdasan
Artifisial Perbankan Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (2025) menerbitkan Buku
Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial
Perbankan Indonesia pada 29 April 2025 sebagai
acuan minimum bagi bank dalam mengembangkan
dan menerapkan sistem Al secara bertanggung
jawab. Kerangka ini mengatur tata kelola
menyeluruh sepanjang siklus hidup Al inisiasi,
perancangan, pembangunan model, pengujian,
implementasi, hingga evaluasi dengan tiga prinsip
utama: keandalan (reliability), akuntabilitas
(accountability), dan pengawasan manusia (human
oversight), serta merujuk pada payung hukum
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan
UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi.

Ketika kerangka regulasi ini disandingkan dengan
temuan literatur pada bagian sebelumnya,
teridentifikasi kesenjangan yang cukup mendasar.
Kerangka OJK (2025) dirancang secara generik
untuk  seluruh  industri  perbankan  dan
menitikberatkan ~ pada  prinsip  keandalan,
akuntabilitas, dan pengawasan manusia, namun
belum memuat ketentuan turunan yang secara
eksplisit mensyaratkan penilaian kesesuaian syariah
(sharia compliance assessment) atas model Al yang
digunakan bank syariah, sebagaimana yang
diisyaratkan kebutuhannya oleh Nurhidayatullah
dan Sw (2024) maupun Hidayatullah (2025).
Padahal, Harahap (2024) dalam analisisnya terhadap
penerapan manajemen risiko fraud pada bank
syariah daerah menunjukkan bahwa efektivitas
mitigasi risiko sangat bergantung pada kejelasan
prosedur dan akuntabilitas yang terstruktur sebuah
kebutuhan yang semestinya diperkuat, bukan
dilonggarkan, ketika prosedur tersebut melibatkan
sistem algoritmik yang kompleks.

Kesenjangan regulasi ini konsisten dengan simpulan
bibliometrik Budianto (2023) dan Aprizal serta
Wiranatakusuma (2025) yang menunjukkan bahwa
irisan riset antara teknologi digital, manajemen
risiko, dan regulasi syariah masih menjadi klaster
yang underresearched. Dengan demikian, hasil
kajian ini menjawab pertanyaan penelitian keempat:
kerangka Tata Kelola Kecerdasan Artifisial
Perbankan Indonesia saat ini baru mengakomodasi
prinsip tata kelola Al secara umum, namun belum
menjangkau kekhasan risiko dan prinsip syariah
yang melekat pada bank syariah, sehingga
diperlukan ketentuan pelaksana atau pedoman teknis
tambahan yang secara spesifik mengintegrasikan
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maqashid syariah ke dalam siklus hidup tata kelola
Al perbankan syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam
Pengawasan Model AI

Salah satu unsur yang secara khusus melekat pada
tata kelola bank syariah namun belum eksplisit
dalam kerangka OJK (2025) adalah posisi Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dalam siklus hidup tata
kelola AI. Harahap (2024) memperlihatkan bahwa
efektivitas mitigasi risiko fraud pada bank syariah
daerah sangat ditentukan oleh kejelasan lini
pengawasan dan akuntabilitas berjenjang; prinsip
yang sama semestinya berlaku ketika keputusan
operasional semakin banyak didelegasikan kepada
sistem algoritmik. Cipta (2018) juga mengingatkan
bahwa keragaman risiko bank syariah menuntut
mekanisme pengawasan yang melekat pada setiap
tahap proses bisnis, bukan hanya pada hasil akhir.
Ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai keterlibatan
DPS dalam tahap perancangan dan pengujian model
Al sebagaimana termuat dalam siklus hidup Al ala
OJK (2025) yang mencakup inisiasi, perancangan,
pembangunan model, pengujian, implementasi, dan
evaluasi berpotensi menimbulkan celah pengawasan
(oversight gap), di mana model Al dapat lolos ke
tahap implementasi tanpa penilaian kesesuaian
syariah yang terstruktur.

Perbandingan Praktik Regional dan
Internasional

Untuk memperkaya perspektif, temuan domestik di
atas perlu dibaca dalam konteks praktik yang lebih
luas. Hamadou dkk. (2024) yang mengambil studi
kasus BSI menunjukkan bahwa tantangan
implementasi Al di Indonesia biaya, keamanan
siber, dan kepatuhan syariah sejalan dengan pola
yang dilaporkan pada penelitian berbasis bukti di
Tiongkok oleh Cheng dan Qu (2020), yang
menemukan bahwa manfaat fintech terhadap
penurunan risiko kredit baru terealisasi signifikan
pada bank dengan tata kelola data yang matang.
DemirgucKunt dkk. (2022) turut menegaskan
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bahwa manfaat inklusi keuangan berbasis teknologi
terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional
terhadap kualitas kerangka regulasi suatu negara,
bukan manfaat yang berlaku universal tanpa syarat.
Dengan demikian, posisi Indonesia yang baru saja
menerbitkan kerangka Tata Kelola Kecerdasan
Artifisial Perbankan pada tahun 2025 sesungguhnya
sejalan dengan tren global untuk memperketat
pengawasan Al di sektor keuangan, namun keunikan
segmen syariah menuntut derajat kehatihatian
tambahan yang belum sepenuhnya terakomodasi.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, sintesis atas temuantemuan di
atas menunjukkan pola hubungan yang koheren:
peluang Al paling matang terealisasi pada fungsi
manajemen risiko pembiayaan dan operasional
karena manfaat efisiensinya paling terukur secara
finansial, sementara tantangan implementasi
terpusat pada tiga simpul yaitu kesiapan SDM,
kualitas infrastruktur data, dan legitimasi syariah
atas keputusan algoritmik. Regulasi yang baru terbit
memang merespons kebutuhan tata kelola Al secara
umum, tetapi belum menjembatani kesenjangan
spesifik pada segmen syariah, termasuk pada aspek
pelibatan Dewan Pengawas Syariah dalam siklus
hidup pengembangan model. Perlu dicatat bahwa
temuan mengenai besarnya manfaat Al dalam
literatur yang dikaji sebagian besar bersumber dari
studi kualitatif berbasis persepsi atau studi kasus
tunggal, sehingga klaim efektivitas kuantitatif
(misalnya penurunan rasio nonperforming financing
akibat AI) belum banyak diuji secara
empirisstatistik pada konteks perbankan syariah
Indonesia; temuan ini perlu dibaca secara
proporsional sebagai indikasi arah, bukan sebagai
bukti kausal yang final.

Tabel 2 merangkum keterkaitan antara kategori
risiko, peluang Al yang terdokumentasi, tantangan
utama, serta status akomodasi dalam kerangka
regulasi OJK (2025), sebagai ringkasan visual atas
keseluruhan sintesis pembahasan pada bagian ini.

Tabel 2. Sintesis Peluang, Tantangan, dan Status Regulasi per Kategori Risiko

Kategori Risiko Peluang Al Tantangan Utama Status dalam Regulasi OJK (2025)

Terdokumentasi

Pembiayaan (Kredit) Credit scoring Transparansi
otomatis, sistem  variabel model,

peringatan dini potensi bias data

Diatur secara umum melalui prinsip
akuntabilitas

Operasional Otomasi proses,  Kesiapan SDM & Diatur melalui prinsip keandalan &
pemantauan infrastruktur pengawasan manusia
realtime
Likuiditas Pemantauan arus  Keterbatasan pada Belum ada ketentuan skala usaha yang
kas otomatis lembaga skala berjenjang
mikro
Kepatuhan Syariah Belum banyak Ambiguitas Belum diatur secara eksplisit
aplikasi khusus keputusan
algoritmik
blackbox
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Data & Siber
transaksi

Deteksi anomali

Perlindungan data Merujuk UU PDP, namun
nasabah implementasi teknis belum rinci

Sumber: Sintesis peneliti berdasarkan Tabel 1 dan
Otoritas Jasa Keuangan (2025)

4. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa integrasi Artificial
Intelligence ke dalam manajemen risiko perbankan
syariah di Indonesia telah berkembang secara nyata,
terutama pada fungsi deteksi dini risiko pembiayaan
bermasalah serta pengendalian risiko operasional
dan likuiditas, sebagaimana tercermin dari
meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional
pada tiga tahun terakhir. Peluang strategis Al
terutama terletak pada percepatan dan peningkatan
akurasi proses identifikasi risiko dibandingkan
mekanisme manual, sementara tantangan utama
yang menghambat optimalisasinya berpusat pada
tiga hal, yaitu kesiapan sumber daya manusia yang
belum merata, keterbatasan infrastruktur data yang
terstruktur, serta belum tuntasnya kejelasan
mengenai keselarasan keputusan algoritmik dengan
prinsip syariah. Kajian ini juga menyimpulkan
bahwa kerangka regulasi terbaru yang diterbitkan
otoritas pengawas perbankan nasional baru
mengatur tata kelola Al secara umum dan belum
menjangkau secara eksplisit dimensi kepatuhan
syariah dalam siklus hidup pengembangan maupun
pengawasan sistem kecerdasan buatan pada bank
syariah. Implikasi praktis dari temuan ini adalah
perlunya bank syariah menyusun mekanisme uji
kesesuaian syariah tambahan bagi model Al yang
digunakan, sekaligus memperkuat investasi pada
literasi digital sumber daya manusia dan tata kelola
data. Implikasi ~ kebijakan ~ yang  dapat
dipertimbangkan otoritas terkait adalah penyusunan
pedoman teknis turunan yang secara spesifik
mengintegrasikan prinsip maqashid syariah ke
dalam kerangka tata kelola kecerdasan artifisial
perbankan yang telah ada. Mengingat penelitian ini
bersifat kualitatif berbasis studi kepustakaan,
disarankan agar penelitian selanjutnya melakukan
pengujian empiriskuantitatif terhadap hubungan
antara adopsi Al dan indikator risiko aktual pada
bank syariah, serta melakukan studi perbandingan
lintas negara untuk memperkaya pemahaman
mengenai model tata kelola Al yang paling sesuai
bagi industri keuangan syariah.
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